WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Tangerang Selatan dilakukan sesuai
kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
kemampuan  keuangan daerah dalam rangka
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan
Peraturan Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik - Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);. . '

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 "tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4935); - '

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah .- (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebaga1
berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp. 162.832.859.180,00
2. Belanja Daerah Rp. 162.832.859.180,00
Surplus/(Defisit) Rp. 0,00
3. Pembiayaan Daerah :
‘a. Penerimaan Rp. 0,00
b. Pengeluaran Rp. 0,00 )
Pembiayaan Netto Rp. 0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp 0,00
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Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah- Rp. 0,00
b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 0,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.  162.832.859.180,00
sejumlah

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah Rp. 0,00

b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 0,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Rp. 0,00
dipisahkan sejumlah

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yangsah ~ Rp. 0,00
sejumlah ’

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah Rp. 0,00
b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 0,00
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 0,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibak-sejumlah Rp.  15.000.000.000,00

b. Dana darurat sejumlah ' Rp. 0,00

c. Dana bagi hasil pajak Provinsi sejumlah Rp. 127.832.859.180,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 0,00
sejumlah

e. Bantuan keuangan dari provinsiataudari ~ Rp.  20.000.000.000,00
pemerintah daerah lainnya sejumlah

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.  59.083.451.280,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp.  103.749.407.900,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
- dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 43.159.187.441,20
b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00



c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
d. Belanja hibah sejumlah Rp. 8.853.787.000,00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah | Rp. 6.070.476.838,80
f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 0,00
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 0,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah . Rp. 19.516.960.620,00

b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 54.015.653.457,00

c. Belanja modal sejumlah _ Rp. 30.216.793.823,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksudalam pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah . Rp. 0,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Sisa [ebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp. 0,00
Anggaran sebelumnya (SiLpA) sejumlah .

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah Rp. 0,00
yang dipisahkan sejumlah

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah ~ Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 0,00
sejumlah

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah Rp. 0,00
daerah sejumlah

- ¢. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lamplran yang merupakan baglan
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

1. LampiranlI Ringkasan APBD;

2. LampiranII Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

3. LampiranIll  Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan
serta Pembiayaan yang dirinci menurut Kelompok, Jenis,
Obyek dan Rincian Obyek;

4. LampiranIV  Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. LampiranV Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII  Daftar piutang daerah; ‘

8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. LampiranIX  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah; _

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
lainnya;

11. Lampiran XI | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
o belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;
12. Lampiran XII  Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih

lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya, yang seIanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD;

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
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b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak yang kriterianya adalah sebagai berikut :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masayarakat.

Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang
Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 22 Mei 2009

PENJABAT WALIKOTA
TANGER SELATAN, /.

4

\‘ﬂ H.M. SHALEH

Diundangkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 22 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

H.NANANG KOMARA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 08



